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I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang penduduknya sangat majemuk apabila 

dilihat dari segi suku, budaya, dan agama. Beberapa agama dunia, disamping agama 

lokal hidup dan berkembang di negara ini. Indonesia merupakan negara yang 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan memberikan 

perlindungan terhadap semua pemeluk agama dalam mengamalkan dan 

menjalankan ajaran agamanya, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Mengenai hak asasi manusia, pada Pasal 28E ayat 1 Undang Undang 

DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak 

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan 

pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih  tinggal  di 

wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pada ayat (2) 

disebutkan:setiap orang berhak atas kebebasan  meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran dan sikap sesuai dengan hatinuraninya. Sedangkan pada Pasal 28I ayat (2) 

disebutkan: setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan 

berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif 

itu. 

Berkaitan dengan kebebasan beragama, Undang Undang DasarNegara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) menyebutkan: negara menjamin 

Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.Untuk itu semua 

agama yang hidup dalam Negara Republik Indonesia harus dijamin dan dilindungi 

eksistensinya, tanpa membedakan apakah ia merupakan agama yang dianut oleh 

mayoritas penduduk Indonesia, atau dianut oleh minoritas penduduk Indonesia.  

                                                           
1 Makalah disampaikan dalam seminar : “Eksistensi Agama Baha’i, Tao dan Sikh di Indonesia”, yang 

diadakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, pada 
tanggal 22 September 2014 di hotel Millenium Jakarta. 

2 Peneliti Utama, Bidang  Paham , Aliran dan Gerakan Keagamaan, Pada Puslitbang Kehidupan 
Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 
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Selain itu pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan hak-hak sipil 

terhadap warga negaranya telah mengeluarkan UU No 23 Tahun 2006 jo UU No 24 

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan mengenai pelayanan 

dibidang pendidikan telah dikeluarkan UU No 20 Tahun  2003 tentang Sistim 

Pendidikan Nasional. Dalam UU Sisdiknas disebutkan pada pasal 2:  “bahwa anak 

didik diberikan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dipeluknya”.  

Berdasarkan fakta agama Baha’i merupakan salah satu agama yang tumbuh 

dan berkembang di dunia internasional, selain agama Kristen, Islam, Hindu, 

Buddha, Khonghucu, Yahudi, Shinto, dan Zoroaster. Pertumbuhan dan 

perkembangan agama  tersebut ternyata cukup mendapat perhatian dari para 

sarjana. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari masuknya Baha’i sebagai salah 

satu entry dalam beberapa ensiklopedi internasional, diantaranya The Encyclopedia of 

World Religions, Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and 

Practices, World Religions: Almanac, dan Al-Mawsu’at al-Muyassarat fi al-Adyan wa al-

Madzhahib al-Mu’ashirat. Dari beberapa ensiklopedi tersebut itulah dapat diketahui 

mengenai akar sejarah kemunculan agama tersebut, keyakinan yang dianut, sumber 

dan sistem ajaran, kitab suci dan teks keagamaan otoritatif, bentuk peribadatan, 

organisasi dan pusat gerakan, sebaran pemeluk, dan signifikansinya. Informasi yang 

disampaikan mengenai beberapa subyek tersebut kiranya cukup menarik dan 

komprehensif, sehingga cukup memadai untuk dijadikan sebagai pijakan awal bagi 

mereka yang hendak mempelajari Baha’i secara lebih mendalam. 

Berbeda dengan dunia internasional, studi mengenai eksistensi agama Baha’i 

di Indonesia belum banyak dilakukan oleh para sarjana. Sepanjang ini belum banyak 

ditemukan publikasi ilmiah mengenainya. Sedikit diantaranya yang dapat 

dikemukakan di sini, misalnya studi yang dilakukan oleh IGM Nurdjana. Dalam 

Bukunya Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia diungkapkan bahwa 

paham Baha’i ini pertama kali masuk ke Indonesia pada 1885 melalui Sulawesi yang 

dibawa oleh pedagang bernama Jamal Effendi dan Mustafa Rumi.  

Meskipun perkembangannya di Indonesia tidak terlalu memperoleh 

tanggapan dari masyarakat namun sejumlah orang kemudian tertarik menjadi 

pengikutnya. Sejak 15 Agustus 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan 

Presiden No. 264/Tahun 1962 yang berisikan pelarangan tujuh organisasi, termasuk 

Baha’i. Dalam surat itu dikatakan Baha’i  dilarang karena “tidak sesuai dengan 

kepribadian Indonesia dan menghambat penyelesaian revolusi, atau bertentangan dengan 

cita-cita sosialisme Indonesia”.Meski demikian, di akhir tahun 1990-an kelompok ini 

mulai menunjukkan aktivitasnya. Hal ini menimbulkan keresahan di sebagian umat 

Islam Indonesia. Sebagai organisasi yang berpusat di Israel, kelompok ini diduga 

memiliki keterkaitan dengan Zionis Yahudi. Untuk memperingatkan umat Islam, 

Nahdlatul Ulama Bandung, daerah yang disebut-sebut sebagai salah satu wilayah 

tempat kegiatan komunitas Baha’i, menyatakan penolakannya terhadap kelompok 

Bahai’ yang dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam. 
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Keputusan Presiden No.264/Tahun 1962, pada masa Presiden Abdurrachman 

Wahid telah dicabut melalui Keputusan Presiden Nomor. 69 Tahun 2000 tentang 

Pencabutan Keputusan Presiden  No. 264 Tahun 1962 tentang larangan adanya 

Organisasi<.. Baha’i. Adapun pertimbangannya: (a) bahwa pembentukan 

Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan merupakan hak azasi setiap 

warga negara Indonesia, (b) bahwa larangan terhadap organisasi-organisasi 

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 264 Tahun 1962, di pandang 

sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

Puslitbang Kehidupan Keagamaan pernah melakukan studi tentang agama 

Baha’i pada tahun 1993 di Pati  dan 2010 di Tulung Agung. Padahal Puslitbang 

Kehidupan Keagamaan kerapkali mendapat permohonan untuk memberikan 

pendapat terkait agama tersebut oleh pihak-pihak tertentu. Sedikitnya penelitian 

terkait Baha’i yang pernah dilakukan oleh Puslitbang kehidupan Keagamaan 

terkadang membuat pendapat yang kita berikan cenderung naratif-akademis 

dibandingkan pengungkapan fakta senyatanya di masyarakat yang lebih eksploratif-

empiris. Akibatnya, informasi terkini tentang agama tersebut belum terungkapkan 

secara komprehensif, sehingga memengaruhi rumusan kebijakan pemerintah yang 

akan dibuat. 

Berdasarkan berbagai persoalan yang mengemuka di atas, maka Puslitbang 

Kehidupan Keagamaan pada tahun anggaran 2014 perlu untuk menyelenggarakan 

penelitian mengenai Eksistensi Agama Baha’i. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah: Eksistensi Agama Baha’i di Indonesia. Dari pokok 

masalah tersebut maka akan dikaji tiga sub pokok masalah sebagai berikut: (1) 

Bagaimana sejarah, pokok-pokok keyakinan dan ajaran, kelompok pengikutnya, 

persebarannya?; (2) Bagaimana kebijakan negara dalam hal pemberian, pelayanan 

yang ada kaitannya dengan administrasi kependudukan serta jaminan hak-hak 

kewarganegaraan?; (3) Bagaimana relasi sosial pengikut agama Baha’i dengan 

masyarakat di sekitarnya? 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui sejarah,pokok-pokok 

keyakinan dan ajaran, kelompok pengikut dan persebaran agama Baha’i; (2) 

Mengetahu implementasi kebijakan negara dalam pemenuhan hak-hak sipil dari 

pemeluk agama Baha’i; (3) Mengetahui relasi sosial pemeluk agama Baha’i dengan 

masyarakat di sekitarnya. 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Kementerian Agama RI, 

Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 

sebagai bahan dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan pelayanan terhadap 

agama Baha’i. Kebijakan dimaksud terkait dengan upaya memberikan ruang bagi 

pengamalan agama Baha’i dan pelayanan terhadap pemeluknya, termasuk 

pelayanan administrasi kependudukan, sehingga negara tetap dapat memberikan 

hak-hak kewarganegaraan tanpa tekanan dan pertimbangan yang segregatif. 
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Batasan Operasional 

Dalam penelitian ini, agar tidak terjadi salah pengertian terhadap makna yang 

terkandung dalam judul penelitian atau data yang dikumpulkan maka perlu dibuat 

batasan operasional. 

1. Eksistensi 

Secara etimologis, kata eksistensi berasal dari bahasa Latin existere, dari ex 

artinya keluar, dan sitere artinya membuat berdiri. Artinya apa yang ada, apa yang 

memiliki aktualitas, apa yang dialami. Konsep ini menekankan bahwa sesuatu itu 

ada. Dalam kamus Bahasa Indonesia, eksistensi berarti hal berada atau keberadaan. 

Arti ini memiliki tiga unsur utama. Eksistensi dalam arti khusus bukanlah hanya 

keberadaan kita  yang sekarang ini, melainkan sebuah usaha yang menjadikan kita 

eksis. Eksistensi bukanlah didapatkan dengan pasif, namun eksistensi diraih dengan 

usaha positif. Suatu agama diangap eksis kalau dia mempunyai aktifitas, dan 

keberadaannya tidak dipermasalahkan oleh masyarakat maupun pemerintah (tidak 

mengalami hambatan). (Abdul Halim Wicaksono, Imtaq.com, catatanku, 23 Februari 

2013). Eksistensi agama Baha’i akan dilihat dari tiga aspek yaitu a. sejarah, ajaran, b. 

pelayanan hak-hak sipil, dan c. relasi sosial dengan masyarakat sekitar. 

2. Pelayanan 

Secara etimologis kata pelayanan berarti “usaha melayani kebutuhan orang 

lain”. Pelayanan pada dasarnya merupakan kegiatan yang ditawarkan kepada 

konsumen atau pelanggan yang dilayani yang bersifat tidak berwujud dan tidak 

dapat dimiliki. Norman menyatakan karakteristik pelayanan sebagai berikut: (a) 

pelayanan bersifat tidak dapat diraba, (b) pelayanan pada kenyataannya terdiri dari 

tindakan nyata, (c) kegiatan produksi dan komsumsi dalam pelayanan tidak dapat 

dipisahkan secara nyata. 

Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang 

jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non komersial. 

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan oleh 

pihak swasta dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kegiatan pelayanan 

yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari 

keuntungan, sedangkan pelayanan yang bersifat non komersial kegiatannya lebih 

tertuju pada pemberian layanan pada masyarakat (layanan publik atau umum) yang 

sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorientasi pada pengabdian. Dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik 

dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi 

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di daerah, dan 

dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. (Febri Galih:2012> eprint.uny.ac.id. Bab 2, Kajian 

Pustaka). 

Bentuk pelayanan  publik yang diberikan kepada masyarakat dapat 

dibedakan dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu: Pelayanan Administrasi, Barang 
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dan Jasa.  Pelayanan administrasi hasilnya berupa berbagai bentuk dokumen resmi 

yang diperlukan publik, seperti status kewarganegaraan dan kepemilikan atau 

penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen tersebut diantaranya 

adalah: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Surat Tanda Kendaraan 

Bermotor (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 

sertifikat kepemilikan/penguasaan tanah, paspor dan sebagainya. 

(www.Annethira.com, Pengertian Pelayanan,htm, diunduh tanggal 28 Februari 2014). 

Pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan publik yang 

bersifat administrasi, yang diberikan oleh pemerintah terhadap penganut agama 

Baha’i, yang berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Akte 

Perkawinan, dan Pendidikan Keagamaan. 

Dalam hal pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya, pemerintah 

telah mengeluarkan UU No 23 Tahun 2006 jo UU No 24 Tahun 2013 tentang 

Administrasi Kependudukan, dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan 

Nasional. 

 

3. Agama 

Menurut Antropolog dan Sosiolog terdapat beberapa definisi tentang agama. 

Menurut EB Tylor (1832 – 1917), agama adalah kepercayaan terhadap wujud spiritual 

(a belief  in spiritual being).  Agama digambarkan sebagai kepercayaan kepada adanya 

ruh gaib yang berpikir, bertindak dan merasakan sama dengan manusia.Lucien Levy-

Bruhl (1857 – 1945) agama adalah pandangan dan jalan hidup masyarakat primitive. 

A gama sebagaimana halnya magi, menurutnya tidak logis dan tidak rasional, 

sehingga tidak akan pernah mampu mengantarkan kehidupan kepada kemajuan. 

Kelompok ini berpandangan positivisme yang anti agama wahyu. Agama bangsa 

primitive dinilai primitive dan tidak logis oleh masyarakat modern. 

Berkaitan dengan agama  James George Frazer ( 1854 -1941) mengatakan  yang 

dimaksud dengan agama adalah ketergantungan atau kepercayaan kepada kekuatan 

supernatural. Agama menekankan bahwa gejala alam dikuasai oleh kekuatan 

supernatural. Karena itu prilaku orang beragama adalah berdoa, memohon belas 

kasihan, berharap dengan sepenuh hati, kepada kekuatan supernatural itu. 

Sedangkan agama menurut Radcliffe Brown (1881 – 1955)  adalah ekspresi dalam satu 

atau lain bentuk tentang kesadaran terhadap ketergantungan kepada suatu kekuatan 

diluar diri kita yang dapat dinamakan dengan kekuatan spiritual atau moral. 

Menurut Clifford Geertz agama adalah : “(1) sebuah sistem simbol yang 

berlaku untuk (2) menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang 

meresap, dan yang tahan lama dalam diri manusia dengan (3) merumuskan konsep-

konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan (4) membungkus konsep-

konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga (5) suasana hati dan 

motivasi-motivasi itu tampak khas dan realistik”. (Geertz 2003:5) 

http://www.annethira.com/
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Sedangkan pendapat para sosiolog tentang agama dapat dikemukakan 

sebagai berikut: (a). Emile Durkheim ( 1885 – 1917) mengemukakan esensi agama 

sebagai kehendak masyarakat itu sendiri. Karena itu agama agama adalah ciptaan 

masyarakat, bahkan yang dipercayai sebagai Tuhan sebenarnya adalah masyarakat 

itu sendiri. (b). Sigmund Freud (1856 – 1939) mengatakan agama adalah ilusi 

manusia di satu segi dan dari segi lain agama juga berfungsi untuk menimbulkan 

berbagai penyakit jiwa akibat banyak keinginan bawah sadar manusia yang dilarang 

oleh agama. (c). Karl Mark (1818 – 1883) lebih parah lagi, mengatakan bahwa agama 

sebagai alat bagi kelas borjuis untuk memeras kelas proletar(Bustanuddin: 2006, hal 

119 – 144).’. 

Dari uraian diatas nampak adanya keragaman tentang definisi agama, ada 

yang bersifat positif , ada pula yang bersifat negatif. Tetapi untuk kepentingan 

penelitian ini maka agama yang dimaksud  adalah: “sistem keyakinan yang dianut 

dan diwujudkan dalam tindakan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam  

menginterpreatsikan dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini 

sebagai sesuatu yang suci dan ghaib. (Abdurrahman Mas’ud, 2009). Adapun agama 

yang menjadi sasaran dalam  penelitian ini dibatasi pada agama Baha’i. 

 

Kerangka Teori 

Menurut para antropolog dan sosiolog, agama merupakan sistem keyakinan 

yang dianut dan diwujudkan dalam tindakan oleh suatu kelompok atau masyarakat 

dalam menginterpretasikan dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan 

diyakini sebagai sesuatu yang suci dan gaib. (Abdurrahman Masud, 2009).     

Keberadaan pengikut agama Baha’i, dapat dilihat sebagai subaltern. Konsep 

subaltern dalam kajian poskolonial disebut sebuah komunitas yang hadir di ruang publik 

tapi tidak pernah diakui. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Rajanit Guha, 

sejarawan India yang menolak sejarah India dihistorisasi dengan gaya kolonial dan 

mengeluarkan peran masyarakat kelas bawah India. Padahal, mereka komunitas 

terbesar dari sejarah itu.  

Konsep ini kemudian diperluas oleh seorang feminis postkolonial, Gayatri C 

Spivak, dalam tulisannnya Can Subaltern Speaks: Speculation on Widow Sacrifice (1985), 

yang memasukkan para janda miskin dalam kasta Hindu India sebagai subaltern. 

Dalam tradisi India kelas menengah bawah, para janda dianggap memiliki sikap 

mulia jika bunuh diri dan mengikuti kematian suaminya daripada hidup dengan 

terus menanggung derita. Dalam perspektif postkolonial, subaltern dianggap 

komunitas yang eksis di ruang publik, tetapi bukan saja tidak diperhatikan, tapi juga tidak 

pernah dianggap penting. Level sosial politik mereka dijebloskan di dasar terendah, 

menyebabkan suara mereka tidak pernah terdengar. Akhirnya, tidak ada mulut yang 

menyuarakan kepentingan mereka dan tak ada telinga yang sudi mendengarkan.  

Dalam konteks agama Baha’i, hal ini terjadi karena subaltern dipandang 

sebagai kelompok yang dianggap sebagai bukan agama atau agama yang belum 
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diakui oleh pemerintah. Cara pandang seperti ini merupakan upaya untuk 

mendeligitimasi eksistensi agama ini, sehingga mereka tidak dilayani.  

Persoalannya adalah bagaimana posisi individu dan komunitas pengikut 

agama Baha’i, dalam statusnya sebagai warga Negara diperlakukan. Hal ini terkait 

dengan kebijakan sebuah Negara mengenai status kewarganegaraan masyarakatnya. 

Setiap Negara mempunyai metode dan pendekatan yang berbeda dalam mengelola 

keragaman cultural dan diversitas etnis.  Dalam kaitan ini, Hikmat Budiman (2005) 

menyebutkan sejumlah tipologi pendekatan yang sudah banyak dilakukan sejumlah 

Negara. Pertama, pendekatan yang didasarkan pada prinsip nasionalitas ius solis dan 

civic concept of citizenship. Pendekatan ini mengesampingkan pengakuan atas 

keberadaan suku bahasa atau agama minoritas dalam sebuah Negara. Kebijakan ini 

dilakukan dengan melakukan pemisahan yang ketat antara ruang privat dan publik. 

Negara yang memberlakukan kebijakan demikian adalah Prancis. Konkretnya, 

warga Prancis, apapun latar belakang etnis, agama ras dan sebagainya, dilindungi 

secara individual semata karena warga Negara, tapi tidak secara kolektif sebagai 

kelompok minoritas. Konstitusi Prancis juga tidak pernah merujuk soal identitas 

cultural. 

Kedua, kebijakan yang dilandasi prinsip nasionalitas ius sanguinis, 

kewarganegaraan berdasar darah atau asal-usul etnis. Kalau kita lahir dalam Negara 

yang mengikuti prinsip ini,tapi kita tidak memiliki asal-usul etnis yang sama dengan 

etnis pendiri Negara atau pemilik Negara tersebut, maka kita tidak akan bisa 

menjadi warga Negara sepenuhnya. Sebaliknya, meskipun kita tinggal di negeri lain, 

lahir dan menggunakan bahasa lain, tidak menguasai bahasa Negara tersebut,  tapi 

kita memiliki asal-usul etnis yang sama dengan pendiri Negara tersebut, maka 

kapanpun kita bisa mengajukan permohonan sebagai warga Negara. Jepang dan 

Jerman adalah dua Negara yang hingga kini memberlakukan prinsip tersebut. 

Ketiga, kebijakan yang didasarkan pada model multikulturalisme. Berbeda 

dengan Prancis yang meletakkan kebijakan publiknya pada satuan individual, model 

kebijakan multikulturalisme justru mengakui hak warganya dalam status kolektif 

dalam kelompok-kelompok etnis. Dengan kata lain, kebijakan ini menggeser 

penekanan hak semata-mata pada level individual, menjadi bagian dari kolektivitas, 

sehingga identitas atau asal-usul kultural warga tidak diabaikan. Umumnya 

kebijakan demikian diambil oleh Negara-negara yang menghadapi masalah populasi 

penduduk asli (indegenious people) atau imigran yang datang dari berbagai Negara. 

Dalam kaitan dengan komunitas penganut agama diluar agama yang enam 

(Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu), perspektif 

multikulturalisme lebih menjanjijan untuk melihat dan memperlakukan komunitas 

penganut agama diluar agama yang enam secara adil. Bikhu Parekh (1999), 

proponen teori multikulturalisme, memberi tiga kerangka dasar untuk menjadikan 

multikulturalisme sebagai perspektif dalam melihat kehidupan manusia. Pertama, 

manusia senantiasa terikat secara kultural (culturally embedded) yang mempengaruhi 
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sistem pemaknaan dan tingkah laku. Tapi ini tdk berarti manusia sepenuhnya 

terbelenggu dan tidak bisa mengembangkan pemikiran kritis, mengevaluasi nilai 

dan sistem makna. Kedua, budaya yang berbeda merepresentasi sistem makna dan 

visi kehidupan yang baik, yang berlainan. Karena masing-masing menyadari 

keterbatasannya untuk menangkap totalitas eksistensi manusia, maka ia 

membutuhkan budaya-budaya lain yang membantu untuk memahami diri dan 

lingkungannya secara lebih baik. Ketiga, setiap budaya (dan sistem keyakinannya) 

secara internal bersifat plural, dan merefleksikan dialog yang kontinum diantara 

tradisi dan pemikiran yang berbeda. Karena itu, identitas budaya pada dasarnya 

plural, cair dan terbuka. Setiap budaya membawa bagian-bagian dari budaya lain di 

dalam dirinya dan tidak pernah benar-benar sui generis.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif, dimana peneliti menggali 

informasi sedalam-dalamnya, karena belum banyak informasi yang dimilik tentang 

keberadaan agama tersebut.. Dalam menggambarkan realitas social, penelitian ini 

bersifat deskriptif analitik, sehingga data yang dipaparkan betul-betul merupakan 

serangkaian fenomena dan kenyataan yang memiliki hubungan langsung dengan 

keberadaan agama  Baha’i. 

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu: (a) kajian pustaka 

dengan mempelajari beberapa dokumen, literartur tentang agama Baha’i, (b) 

wawancara mendalam dengan pimpinan agama, penganut agama  Baha’i, 

Kankemenag, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar tempat ibadah; (c) 

observasi lapangan, terutama mengikuti aktifitas mereka. 

Yang menjadi sasaran penelitian ini agama Baha’i, yang terdapat di daerah: 

Malang/Banyuwangi (Jawa Timur), Kabupaten Pati (Jawa Tengah), Bandung ( Jawa 

Barat), dan Kota Palopo (Sulawesi Selatan). Dipilihnya daerah tersebut sebagai 

sasaran penelitian dengan pertimbangan: (a) Penganutnyacukup  banyak terdapat 

di daerah tersebut,; (b) Agama tersebut dapat berkembang di daerah tersebut.; (c) 

mempunyai dinamika yang menarik, baik terkait dengan kebijakan pemerintah 

terhadap mereka, maupun terhadap lingkungan social dimana penganut agama 

tersebut berada. 
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II 

TEMUAN HASIL PENELITIAN 

 

Sejarah Perkembangan Baha’i  

Agama Baha’i dibawa ke Indonesia oleh Jamal Efendi dan Mustafa Rumi, 

dua orang pedagang yang mengadakan perjalanan keliling ke India, Burma 

(Myanmar), Singapura, dan Indonesia. Sepanjang perjalanan, kedatangan mereka 

selalu disambut dengan baik oleh para pembesar di setiap daerah yang mereka 

kunjungi. 

Mereka tiba di Batavia pada tahun 1878. Dari Batavia mereka berkunjung ke 

Surabaya dan Bali. Di Bali, kedatangannya terdengar oleh raja Bali dan 

permaisurinya yang dilahirkan dalam keluarga muslim dan menikah dengan raja 

yang beragama Buddha. Permaisuri mengundang Jamal Efendi dan Mustafa Rumi 

ke istana. Dalam beberapa pertemuan Permaisuri sangat tertarik kepada ajaran-

ajaran yang disampaikan kepadanya oleh kedua orang ini.  

Dari Bali mereka berangkat menuju Kota Makassar, pusat pemerintahan 

Belanda waktu itu. Kedatangan mereka disambut dengan baik oleh masyarakat yang 

tertarik kepada mereka dan ajaran-ajaran yang mereka sampaikan. Setelah beberapa 

waktu di Makassar mereka bertolak ke Parepare. Pada waktu itu, daerah itu dikuasai 

oleh Raja Fatta Aran Matwa Aran Raffan yang berarti raja yang agung dan raja dari 

semua raja. Raja bertanya mengenai tujuan perjalanan mereka. Setelah Jamal Efendi 

menerangkan tujuan perjalanannya, Raja merasa gembira sekali. Mereka menjadi 

tamu raja untuk beberapa bulan dan selama itu seluruh anggota keluarga kerajaan 

menjadi akrab dengan kedua tamu itu dan mereka sangat tertarik dengan ajaran 

rohani yang mereka sampaikan. Setelah beberapa waktu tiba-tiba wabah penyakit 

cacar berjangkit di daerah tersebut dan banyak orang meninggal. Raja memohon 

kepada Jamal Efendi agar membantu. Berhubung mereka tidak mempunyai fasilitas 

yang memadai, Jamal Efendi dengan kearifan dan kepandaian sambil berdoa 

berusaha membuat vaksin secara sederhana. Ia mengumpulkan keropos-keropos 

dari kulit anak-anak yang menderita cacar, kemudian ia merendamnya dalam air 

susu ibu-ibu yang baru melahirkan anak laki-laki. Kemudian ia memasukan banyak 

jarum di dalam tempat ini dan memvaksinasi 500 anak-anak. Di antara 500 anak ini 

hanya 5 yang meninggal. Raja sangat berterima kasih dan ketika mereka hendak 

meninggalkan daerah itu raja membekali mereka dengan tiga buah sampan penuh 

dengan perbekalan dan mereka diantar sampai ke Bone.  

Di Bone mereka disambut hangat oleh Raja dan Permaisurinya. Mereka 

berdiam di sana untuk beberapa waktu. Setiap pagi dan petang mereka mengadakan 

pertemuan dengan raja. Dalam pertemuan itu raja selalu menanyakan tentang hal-

hal kerohanian dan prinsip-prinsip kenegaraan dan ia merasa sangat puas dengan 

penjelasan dari Jamal Efendi. Jamal Efendi dan Mustafa Rumi menjadi sangat akrab 

dengan raja dan keluarganya.  
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Sesudah beberapa lama sang raja memohon agar mereka membuat pedoman 

mengenai azas-azas dan dasar negara mereka dan juga satu buku untuk mengajar 

Bahasa Arab. Maka hal ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk menulis buku 

berdasarkan ajaran universal Agama Baha’i. Raja dan Permaisuri menerima Agama 

Baha’i dan berjanji untuk menyebarkan ke seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. 

(Sayyid Mustafa Rumi: The Baha’i Magazine) 

Kemudian setelah itu agama Baha’i tersebar dibeberapa daerah di Indonesia. 

Di Jawa Tengah agama Baha’i disebarkan di Desa Cebolek, Kecamatan Margayoso 

oleh Sutiono, seorang guru SD Desa Sekarjalak. Pada tahun 1959, ia diajak oleh 

seorang temannya untuk takziah ke Rembang dan berkenalan dengan dr. Khamsih 

dari Iran yang bertugas di Rembang. Dalam perkenalan itu ia diberi penjelasan dan 

buku-buku tentang agama Baha’i. Pada tahun 1960 ia memohon agar dapat 

dipindahkan tugasnya sebagai guru SD ke Cebolek. Karena di desa tersebut tinggal 

orang tua dan keluarganya, permohonan tersebut kemudian dikabulkan. Pada tahun 

1968 ia diajak kembali oleh temannya berkunjung ke Surabaya dan bertemu dengan 

dr. Soraya dan mendapat pelajaran lagi tentang Agama Baha’i. setelah memperoleh 

pelajaran yang semakin mendalam tentang Agama Baha’i, barulah pada tahun 1970 

ia menyatakan diri melaksanakan Agama Baha’i. Ia tertarik kepada Agama Baha’i, 

karena menurutnya agama ini melarang orang untuk berperang dan menyuruh 

kepada persatuan umat manusia dengan tidak memandang agama, suku, dan ras 

(bangsa). Sejak itulah (1970) Agama Baha’i berkembang di Cebolek dan diikuti oleh 

anggota keluarganya. 

Agama Baha’i di desa ini nampaknya tidak berkembang, hal ini nampak bila 

dilihat dari jumlah penganutnya. Ketika dilakukan penelitian pada tahun 1994 

dengan penelitian yang diadakan sekarang (2014) jumlah penganutnya berada 

disekitar 21 s.d 23 orang. Selama 20 tahun hanya ada penambahan anggota satu KK, 

kalau dulu ada enam KK sekarang menjadi tujuh KK. Jumlah penganut Baha’i di 

Desa Cebolek terdiri dari keluarga Sutiono 3 orang (RT.001/02), keluarga Suliono 4 

orang (RT.003/04), keluarga Ibu Jamali 7 orang (RT.002/04), keluarga Sanusi 5 orang 

(RT.001/06), keluarga Ibu Kemis 3 orang (RT. 001/06), keluarga Junaedi 4 orang 

(RT.001/06), dan keluarga Sunarto 2 orang (RT.001/02). Di luar Cebolek terdapat juga 

anak-anak mereka yang beragama Baha’i di Bali, Jakarta, Kalimantan dan Semarang. 

Di Jawa Tengah penganut Agama Baha’i juga tersebar di Klaten (3 KK), Cepu (3 KK), 

Grobogan/Purwodadi (3 KK), Solo (3 KK), Jogja (1 KK), dan Magelang (1 KK). 

Jumlah penganut Baha’i di Jawa Tengah berjumlah lebih kurang 100 orang. Dan 

yang berumur 21 tahun ke atas berjumlah lebih kurang 50-60 orang, sisanya mereka 

yang berumur 21 tahun kebawah. Mereka yang berumur 21 tahun kebawah tidak 

memperoleh hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus Majelis Rohani 

Setempat. 

Dilihat dari pekerjaan bervariasi, ada yang bekerja sebagai pensiunan sebagai 

pegawai negeri seperti Pak Sutiono dulu menjabat sebagai kepala sekolah SD, Pak 
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Abdul Jamali (meninggal tahun 2012) sebagai seorang penyuluh pertanian dan Pak 

Sanusi pensiunan Dinas Kesehatan (Puskesmas), sedangkan yang lainnya bekerja 

sebagai guru, wiraswasta, pegawai swasta dan petani. Secara ekonomi penganut 

Baha’i berada dalam strata menengah, demikian juga bila dilihat dari segi 

pendidikan umumnya lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Anak-anak 

mereka sebagian disekolahkan sampai ke perguruan tinggi.  

Di Pati terdapat Majelis Rohani Setempat dengan susunan pengurus sebagai 

berikut: Ketua: Sutiono; Wakil Ketua: Suliono; Sekretaris: Andika Hadiyanto; 

Bendahara: Sulistiyani dan Anggota lima orang. Anggota Majelis semuanya 

berjumlah 9 orang terdiri dari 4 orang pengurus inti dan 5 orang anggota. Untuk 

diangkat menjadi pengurus tidak ada persyaratan khusus, setiap orang yang telah 

berumur 21 tahun ke atas mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, yang 

dipentingkan orangnya tekun dan hatinya ikhlas. Tugas majelis adalah menangani 

segala urusan yang berkaitan dengan kerohanian dan agama, termasuk urusan 

perkawinan, penguburan mayat, menyelenggarakan pertemuan rohani, penerima 

dana, memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat Baha’i. 

Musyawarah dilaksanakan setiap tanggal 19 penanggalan Baha’i. Di atas Majelis 

Rohani Setempat terdapat kepengurusan Majelis Rohani Nasional (tingkat negara), 

dan Balai Keadilan Sedunia (tingkat dunia). (Hushman Fathea’zam, Taman Baru, 2009) 

Alamat Majelis Rohani Setempat di Desa Cebolek Kidul RT.002/04 Kecamatan 

Margoyoso, Kabupaten Pati. Setahun sekali diadakan pemilihan Majelis Rohani 

Nasional, yang dihadiri oleh seluruh Majelis Rohani Setempat. Pimpinan Majelis 

Rohani Nasional adalah Dr. Nabil Samandari yang beralamat Jl. Sukabumi no 30 

Jakarta Pusat, sedangkan Balai Keadilan Sedunia beralamat di Haifa, Israel.(Nuhrison 

M.Nuh:2014). 

Di Malang Jawa Timur agama Baha’i dibawa oleh Suwondo dan Pratno pada 

tahun 1950, kemudian oleh Harsono pada tahun 1960. Sedangkan di Banyuwangi 

disebarkan oleh Husein melalui perkenalannya dengan dr Muhajir pada tahun 1960. 

Kemudian di Tulung Agung Bahai disebarkan oleh Husen dan Muchit yang berasal 

dari Banyuwangi pada tahun 1977, dan dianut pertamakali oleh Yusuf warga 

Kecamatan Kedungwaru. Jumlah penganut agama Bahai  di Banyuwangi sebanyak 

120 orang, di Tulungagung berjumlah 90 orang dan di Malang Raya  30 orang. 

Jumlah penganut Baha’i di daerah ini cendrung menurun disebabkan oleh 

berpindahnya penganut Baha’i  ke daerah lain, disebabkan masalah ekonomi dan 

kurang harmonisnya relasi mereka dengan penduduk setempat.( M.Taufik 

Hidayatullah: 2014). 

Di Palopo agama Baha’i pertama kali dibawa oleh Sukemi pada tahun 1985, 

kemudian diikuti oleh Roken, Hadi dan Mispan pada tahun 1987. Mereka berpindah 

dari Banyuwangi ke Palopo dalam rangka mencari matapencaharian. Menurut 

keterangan Destya (sekretaris agama Baha’i) pada saat ini jumlah penganut agama 

Baha’i berjumlah sebanyak 80 orang yang tersebar di beberapa wilayah di kota dan 
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sekitarnya. Mereka  bekerja sebagai tukang kebun, bertani,service elektronik, selain 

itu umumnya bekerja sebagai buruh musiman. Karena bekerja sebagai buruh 

musiman, sebagian dari mereka tidak tinggal menetap di Palopo. 

Baha’i sampai di Bandung pada dekade 1970, pembawanya  Dokter 

Samandari dari Persia yang bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. 

Sebelum ke Bandung dia ditugaskan di Sigli Aceh pada tahun 1957. Lalu pindah ke 

Jawa Timur, sebelum akhirnya menetap di Bandung hingga dia wafat. Selain oleh 

Samandari, Baha’i juga dibawa oleh Dokter Jae Hoon pada tahun 1980. 

Proses penyiaran Baha’i tidak dilakukan secara sengaja, melalu dakwah 

terencana yang bersifat kontinyu, tetapi secara tidak langsung melalui interaksi para 

dokter diatas dengan masyarakat Bandung. Jumlah pemeluk agama Baha’i di Kota 

Bandung sebanyak 25 orang, dan di Kabupaten Bandung 30 orang sehingga total 

berjumlah 55 orang. Selain itu masyarakat Bahai tersebar  di Bekasi sebanyak  11 

0rang dan di Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan berjumah 50 orang, 

sehingga terdapat Majelis Rohani Setempat. 

Di Bandung dan Kabupaten Bandung terdapat pengurus Majelis Rohani 

Setempat, karena sudah mempunyai pengikut sebanyak 20 orang. Pimpinan Majelis 

Rohani Setempat Kota Bandung, adalah Mohamad Fahim dan Majelis Rohani 

Setempat Kabupaten Bandung Heri Suheri.( Syaiful Arif dan Kustini: 2014). 

 

Agama Baha’i 

Agama Baha’i adalah agama yang independen dan bersifat universal, bukan 

sekte dari agama lain. Pembawa wahyu Agama Baha’i adalah Baha’ullah, yang 

mengumumkan bahwa tujuan agama adalah untuk mewujudkan transformasi 

rohani dalam kehidupan manusia dan memperbarui lembaga-lembaga masyarakat 

berdasarkan prinsip-prinsip keesaan Tuhan, kesatuan agama, dan persatuan seluruh 

umat manusia.  

Umat Baha’i berkeyakianan bahwa agama harus menjadi sumber perdamaian 

dan keselarasan, baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun dunia. Umat 

Baha’i dikenal sebagai sahabat dari semua penganut semua agama dalam 

melaksanakan keyakinan ini secara aktif.  

Ajaran-ajaran Agama Baha’i antara lain adalah keyakinan pada keesaan 

Tuhan, kebebasan beragama, kesatuan dalam keanekaragaman, serta menjalankan 

kehidupan yang murni dan suci. Selain itu, Agama Baha’i juga mengajarkan 

peningkatan kehidupan rohani, ekonomi, dan sosial budaya; Mewajibkan 

pendidikan bagi semua anak; Menunjukkan kesetiaan pada pemerintah; serta 

menggunakan musyawarah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Ajaran-

ajaran tersebut ditujukan untuk kesatuan umat manusia demi terciptanya 

perdamaian dunia. 
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Pembawa ajaran Agama Baha’i adalah Baha’ullah, kemudian dilanjutkan oleh 

putra sulungnya bernama Abdul Baha’ kemudian dilanjutkan oleh Shogi Efendi 

cucu Abdul Baha’ yang diangkat sebagai wali agama.  

Agama Baha’i lahir di Iran pada tahun 1844. Agama ini dimulai dengan 

munculnya seorang bernama Ali Muhammad yang bergelar Bab. Pada tanggal 23 

Mei 1844 ia mengumumkan bahwa dialah utusan Tuhan dan bertugas sebagai 

Bentara untuk mempersiapkan kedatangan Utusan Tuhan yang lain, Baha’ullah, 

yang nama aslinya Husen Ali. Bab mati sahid tahun 1850. Baha’ullah 

mengumumkan dirinya sebagai Utusan Tuhan secara terbuka di Baghdad pada 

tanggal 21 April 1863 dan meninggal tahun 1892. 

 

Administrasi Agama Baha’i 

Agama Baha’i merupakan agama non-otokratis. Ia tidak memiliki 

kepemimpinan individual hirarkis yang menjadi otoritas keagamaan. Otoritas Baha’i 

hanya dimiliki oleh oleh Baha’ullah dan keturunannya Abdul Baha dan Shogi 

Effendi. Setelah nabi dan pimpinan spiritual mereka wafat, tidak ada lagi otoritas 

keagamaan, demikian pula tidak ada keulamaan dan kependetaan yang memiliki 

otoritas penafsir kitab suci. 

Ketiadaan otoritas maupun keulamaan ini dimaksudkan sebagai 

pengembalian proses keberagamaan kepada masing-masing individu. Individu 

dalam agama Baha’i  memiliki kebebasan untuk mengemvbangkan pemahaman 

keagamaan berdasarkan akal pikiran dan pertumbuhan rohaninya sendiri. 

Yang terdapat dalam agama Baha’i hanya tata tertib dunia yang melingkupi 

suatu Adminstrasi Baha’i. Yang dimaksud  Administrasi Baha’i adalah sistem 

organisasional yang bersifat melingkupi umat, sebagai mekanisme penyaluran 

rahmat Tuhan. Secara ilustratif, adminstrasi ini digambarkan seperti sistem perairan 

besar, dimana terdapat sungai besar yang disalurkan oleh saluran besar mengalirkan 

air ke persawahgan melalui selokan kecil. Sungai besar adalah Bimbingan Tuhan 

yang menjadi sumber air ketuhanan bagi seluruh umat Baha’i. Untuk mengalirkan 

Bimbingan Tuhan, terdapat Aliran Besar berupa Balai Keadilan sedunia pada level 

global. Balai Keadilan Sedunia (BKS) ini mengalirkan Bimbingan Tuhan kepada 

Majelis Rohani Nasional (MRN) yang mengalirkan Bimbingan Tuhan kepada Majelis 

Rohani Setempat (MRS) di daerah-daerah (Fatheazam, Taman Baru, 103-139). 

Dengan demikian, BKS,MRN dan MRS merupakan sistem kelembagaan 

Baha’i, yang menghubungkan seluruh umat Baha’i sedunia secara inetgral. Anggota 

BKS dipilih oleh utusan MRN sdunia. Demikian pula anggota MRN dipilih oleh 

utusan dari MRS-MRS dari berbagai kota atau kabupaten di suatu negara. Hanya 

saja, pimpinan baik di BKS,MRN dan MRS bukan pimpinan pusat yang memiliki 

otoritas kegamaan sebagaimana Paus di Vatikan, Dalailama Tibet, atau Rais Am 

Nahdlatul Ulama. Pimpinan-pimpinan dalam lembaga tersebut hanya merupakan 

pimpinan koordinatif fungsional, biasanya untuk kepemimpinan musyawarah. 
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Hingga tahun 2001, terdapat 46 Majelis Rohani Nasional di Benua Afrika, 43 

di Amerika, 39 di asia, 17 di Australia dan 37 di benua Eropa. Total terdapat 182 

MRN di seluruh dunia. Semenetra itu terdapat 3.808 Majelis Rohani Setempat di 

benua Afrika, 3.152 si Amerika, 2.948 di asia, 856 di Australia dan 976 di benua 

Eropa. Total terdapat 11.740 MRS di dunia. (Baha’i World Statistic, Augustus 2001 CE, 

hal 1). 

Secara umum, majelis rohani memiliki lima fungsi. Menciptakan kesatuan, 

persahabatan, dan cinta diantara masyarakat. Kedua, forum musyawarah antara 

umat dan anggota majelis. Ketiga, forum komunikasi program dan keputusan antar 

majelis, Keempat, panitya penyelenggara selamatan sembilan belas harian, Kelima, 

otoritas pengesahan pernikahan antar pemeluk Baha’i. Untuk BKS ditambah satu 

otoritas yang tidak dimiliki majelis rohani, yakni perumusan hukum yang tidak ada 

di dalam kitab maupun tulisan suci Baha’ullah. 

Dengan sifat dasar para anggota Majelis Rohani tidak memiliki otoritas 

keagamaan dan Majelis berfungsi sebagai lembaga kolektif dan bukan pemimpin 

perorangan. Anggota-anggota Majelis harus menjadi orang-orang yang dipercayai 

oleh yang Maha Pengasih diantara manusia, < diwajibkan bagi mereka untuk 

bermusyawarah bersama dan memperhatikan kepentingan-kepentingan hamba-

hamba Tuhan.  

 

Ajaran Agama Baha’i 

a. Aspek Keimanan 

Umat Baha’i percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka menyebut nama 

Tuhan sesuai dengan nama yang dimengerti oleh masyarakat setempat. Oleh sebab 

itu nama Tuhan bisa disebut dengan Allah (Arab), God (Inggris), Tai Kamama 

(Mentawai), atau Gusti Allah (Jawa). Tuhan sebagai pencipta semua makhluk. 

Semua agama adalah benar, karena sumbernya dari Tuhan yang satu. Semua 

manusia merupakan satu keluarga besar, karena diciptakan oleh Tuhan Yang Maha 

Esa. 

Kitab sucinya bernama Al-Aqdas, Al-Iqon, Loh Loh, Kalimat Tersembunyi, 

Tujuh Lembah dan Empat Lembah, Kitab Ahdi, Loh Loh kepada Raja dan Penguasa 

di Bumi, Loh pada Putra Srigala, dan masih banyak lagi kitab lainnya. Selain kitab-

kitab tersebut ada lagi kitab atau Loh yang ditulis oleh Abdu Baha dan Shogi Efendi. 

Mereka percaya pada kehidupan sesudah mati. Roh orang yang sudah meninggal itu 

masih hidup di alam Tuhan yang lain. Agama itu untuk kehidupan setelah alam ini. 

Kalau seseorang semakin dekat dengan Tuhan akan masuk surga, kalau semakin 

jauh dari Tuhan makan akan masuk neraka. Surga adalah kondisi kenikmatan, 

sedangkan neraka adalah kondisi kehampaan/ keterpencilan. Agama Baha’i juga 

mempercayai adanya malaikat dan iblis. Malaikat merupakan ciptaan Tuhan yang 

sifatnya selalu baik, sedangkan pengertian iblis adalah hawa nafsu dan ke-akuan 

manusia. Segala yang baik energinya dikendalikan oleh malaikat/Tuhan, sedangkan 
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segala yang tidak baik energinya dikendalikan oleh hawa nafsu dan ke-akuan 

manusia. Tuhan hanya menciptakan kebaikan dan cahaya, kegelapan adalah kondisi 

tanpa cahaya. Pengikut Agama Baha’i tidak diperbolehkan ikut partai politik dan 

mereka diharuskan patuh pada pemerintah apapun bentuk pemerintahannya.  

 

b. Aspek Ibadah 

Ibadah dalam Agama Baha’i diantaranya sembahyang, puasa, ziarah, dan 

berdoa. Sembahyang terbagi dalam tiga macam yaitu sembahyang pendek, sedang, 

dan panjang. Sembahyang pendek dilakukan antara tengah hari sampai sebelum 

terbenam matahari. Sembahyang sedang dikerjakan sebanyak 3 kali yaitu pagi, siang 

dan sore. Sedangkan sembahyang panjang waktunya sekali dalam 24 jam.  

Ketika sembahyang diharuskan menghadap kiblat, arah kiblat menghadap ke 

arah Barat Laut (Akka). Sebelum mengerjakan sembahyang orang harus 

mengerjakan wudhu dengan mambasuh muka dan tangan. Ketika mengerjakan 

sembahyang pakaiannya harus bersih dan rapih.  

Berdoa dilakukan pada waktu pagi dan petang, semakin banyak berdoa maka 

akan semakin baik. Umat Baha’i mengerjakan puasa selama satu bulan (19 hari) dari 

tanggal 2 – 20 Maret. Puasa dilakukan dengan tidak makan dan minum dari sebelum 

matahari terbit sampai matahari terbenam. Mereka juga melakukan ziarah, dengan 

berkunjung ke kota Akka (Haifa) Palestina.  

Setiap tahun mereka merayakan hari raya Nawruz (tahun baru) yang 

dilaksanakan pada tgl 21 Maret. Pada hari raya tersebut dilakukan pujianp-pujian 

pada Tuhan berdoa dan saling bersilaturahmi. Mereka mengadakan open house 

untuk menerima kedatangan keluarga dan teman-teman. Pada hari raya Nawruz ada  

pejabat desa yang datang bersilaturahmi. Tempat ibadah umat Baha’i tidak 

dikhususkan untuk orang Baha’i, di dalamnya semua orang bisa beribadah dan 

berdoa.  Di dalam tempat ibadah Agama Baha’i dapat dibaca semua kitab suci dari 

berbagai macam agama. Rumah ibadah Agama Baha’i umumnya terdiri dari 9 pintu 

yang merupakan simbol keberagaman dan kesatuan agama (Islam, Kristen, Katolik, 

Hindu, Buddha, Khonghucu, Baha’i, Yahudi, Zoroaster). Tempat ibadah Agama 

Baha’i disebut Rumah Ibadah (tempat terbitnya pujian Tuhan), yang fungsinya 

berbeda dengan tempat ibadah agama lain seperti masjid atau gereja. Di gedung ini 

tidak digunakan untuk sembahyang berjamaah karena dalam Agama Baha’i tidak 

dikenal sembahyang berjamaah kecuali sembahyang  mayat. Sampai saat ini gedung 

tempat ibadah seperti ini sudah terdapat di Amerika Serikat, Jerman, Panama, 

Australia, Uganda, Kepulauan Samoa Barat dan New Delhi India. 

 

c. Aspek Kemasyarakatan 

Hubungan manusia dengan sesamanya harus didasari dengan cinta kasih 

yang murni sehingga tercipta kerukunan, kesatuan dan persahabatan umat manusia, 

hal ini sebagaimana yang diajarkan oleh Baha’ullah, bahwa semua manusia adalah 
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satu. Artinya manusia itu diciptakan dari zat yang sama, baik bangsa Cina, Sunda, 

maupun Jawa. Tuhan tidak membedakan manusia satu sama lain, yang membuat 

perbedaan tinggi atau rendahnya derajat seseorang adalah manusia sendiri. Untuk 

menuju terciptanya kerukunan dan kesatuan umat manusia maka Agama Baha’i 

menyerukan agar masyarakat Baha’i bertindak dengan berdasarkan pada ajaran 

yang antara lain: 1) penganut Baha’i harus berlaku adil dalam segala hal; 2) Penganut 

Baha’i harus berlaku jujur dan dapat dipercaya; 3) Penganut Baha’i harus berpakaian 

yang wajar, berpikiran bersih, dan selalu mengontrol hawa nafsu yang jahat; 4) 

Penganut Baha’i dilarang bergunjing dan memfitnah, sebab hal itu bisa menghambat 

dan merusak kerohanian kita, selain itu merupakan dosa besar; 5) Penganut Baha’i 

tidak boleh melukai  hati orang lain atau menimbulkan perselisihan atau 

permusuhan; 6) Penganut Baha’i harus memperhatikan keadaan orang-orang miskin 

dan tidak boleh mementingkan diri sendiri. 

 

d. Prinsip-Prinsip Moral 

Sebagaimana tercantum dalam Loh (lembaran) bahwa maksud dan tujuan 

Agama Baha’i pada umumnya adalah untuk memelihara kesatuan, kerukunan, cinta 

kasih, serta persahabatan umat manusia. Untuk tercapainya persatuan umat 

manusia, Agama Baha’i mempunyai prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai 

pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut sebagai berikut: 

1. Kesatuan umat manusia. Di hadapan Tuhan manusia dipandang sama, yakni 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. oleh karena itu, jika kita percaya kepada 

Tuhan maka kita harus saling menganggap sesama manusia sebagai saudara. 

Berbagai bangsa di dunia ini dengan warna kulit yang berbeda-beda, bagaikan 

bunga di sebuah taman yang warnanya bermacam-macam. Jika bunga itu 

warnanya sama maka taman itu tidak begitu indah. 

2. Agama harus menjadi sebab kesatuan. Dalam Agama Baha’i, agama harus 

mempersatukan semua hati dan mencegah peperangan serta perselisihan. Oleh 

karena itu kedatangan Agama Baha’i harus membawa kedamaian dan 

membangun rasa kerohanian. 

3. Dasar semua agama adalah satu. Menurut Agama Baha’i semua agama adalah 

satu, artinya semua agama yang ada berasal dari Tuhan. Disebutkan dalam Loh 

(lembaran) bahwa sesungguhnya semua agama adalah satu agama, karena semua 

itu adalah kebenaran. Sedangkan kebenaran adalah satu. Perbedaan yang tampak 

dalam ajaran Tuhan sama dengan perbedaan manusia dari permulaan manusia 

itu berasal dari janin dalam kandungan, lalu ia meningkat menjadi dewasa (tua) 

meskipun pertumbuhannya melalui bentuk yang berbeda-beda, tetapi manusia 

tetap satu. Demikian juga agama Tuhan bahawa meskipun bentuk lahirnya 

dibawa oleh rasul  yang berlainan, tetapi kebenaran agama tetap satu. Oleh 

karena itu, penganut Baha’i haus berpegang kepada kebenaran itu agar semua 
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umat beragama menjadi bersatu. Dengan demikian agama Baha’i tidak 

menghapus atau menghilangkan agama-agama yang lain. 

4. Penghapusan prasangka. Segala macam prasangka, baik prasangka ras, warna 

kulit, keagamaan, maupun kasta harus dihilangkan. Selama manusia berpegang 

pada prasangka maka kita tidak akan dapat mendirikan perdamaian di bumi ini. 

Hari ini terbukti bahwa orang-orang yang berperang disebabkan oleh prasangka-

prasangka, sehingga ia membawa kehancuran dunia dan kematian berjuta-juta 

orang.  

5. Mencari kebenaran secara bebas. Manusia harus membebaskan diri dari segala 

prasangka-prasangka dan dari segala pikiran hayalnya, sehingga ia sanggup 

menyelidiki dengan bebas. Kebenaran tinggal dalam semua agama dan dengan 

kebenaran itu kesatuan dapat diwujudkan. Oleh karena itu, penganut Baha’i 

diharapkan berpikir sesuai dengan keyakinannya. Ia tidak diperbolehkan 

mengikuti sesuatu apapun tanpa ada alasan yang jelas. Ia melihat bahwa 

kebenaran itu satu, dan kebenaran itu akan mempersatukan dan meninggalkan 

perbedaan-perbedaan atau perselisihan-perselisihan. 

6. Perdamaian abadi. Untuk menciptakan perdamaian yang abadi, di atas bumi 

dibutuhkan suatu usaha global yang menyangkut seluruh umat manusia. Dengan 

menanamkan dalam hati anak-anak rasa cinta kepada sesama manusia, mereka 

akan sungguh-sungguh merasakan umat manusia sebagai satu keluarga, biarpun 

mereka berbeda-beda dalam warna kulit, bangsa, kebudayaan, dan agama. 

Perdamaian abadi hanya dapat diciptakan berdasarkan suatu kesadaran tentang 

kesatuan umat manusia. Oleh sebab itu, kesatuan umat manusia harus 

diumumkan secara universal dan diajarkan di sekolah-sekolah serta 

didengungkan secara terus menerus di semua negara. Sebaliknya, tindakan 

kekerasan harus dihindarkan meskipun dengan alasan membela agama.  

7. Kesetiaan kepada pemerintah. Orang Baha’i dilarang campur tangan atau ikut 

dalam kegiatan apapun yang dapat merugikan negara atau masyarakat seperti 

kegiatan kegiatan pengkhianatan sebagaimana dikatakan oleh Abdul Baha: 

bahwa di negara manapun umat ini berada mereka harus berlaku taat, jujur, dan 

lurus pada pemerintah negara itu.  

 

Pelayanan Hak-Hak Sipil 

Pada masa orde lama dan orde baru perkembangan Agama Baha’i mengalami 

hambatan yang sangat serius karena adanya larangan dari pemerintah melalui surat 

keputusan Presiden RI No.264 Tahun 1962. Pada masa reformasi larangan tersebut 

dicabut melalui surat keputusan presiden No. 69 Tahun 2000. Dengan adanya 

pencabutan larangan tersebut, muncul harapan dari para penganut Agama Baha’i 

akan mendapat perlindungan dan pelayanan dari pemerintah terutama berkaitan 

dengan masalah hak-hak sipil mereka.  
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Dalam realitasnya harapan itu belum dapat terpenuhi karena sebagian besar 

daerah belum memberikan pelayanan dalam pemenuhan hak-hak sipil mereka. Yang 

dimaksud demgan pemenuhan hak-hak sipil mereka dalam penelitian ini adalah 

pencantuman Agama Baha’i dalam KTP dan Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, 

Akte Perkawinan, dan Pendidikan Agama di sekolah.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Rohani Agama Baha’i Setempat 

di Pati diperoleh informasi bahwa mereka belum memperoleh pelayanan hak-hak 

sipil mereka walaupun sudah ada beberapa perubahan. Dalam hal pencatatan 

perkawinan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati belum mau 

mencatat perkawinan penganut Agama Baha’i, dengan alasan belum jelas status 

Agama Baha’i sebagai Agama yang diakui oleh pemerintah. Akibat dari belum 

dicatatnya perkawinan mereka, maka akta kelahiran anak mereka ditulis  sebagai 

anak ibunya,seperti Akta Kelahiran Wiliam Bahrudin dan Naim Soraya anak 

pasangan Suliono dan Sulistiyani ditulis sebagai anak laki dari seorang ibu 

Sulistiyani, padahal biasanya ditulis dengan nama anak dari ayahnya. Kondisi 

seperti ini dapat menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan psikologi anak, 

karena aktanya berbeda dengan akta kelahiran yang dimiliki oleh temannya.  

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati menyarankan agar 

perkawinan mereka dapat dicatat, mereka diharuskan mendaftarkan diri pada Dinas 

Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga sebagai aliran kepercayaan, tetapi penganut 

Baha’i menolak saran tersebut karena mereka berkeyakinan bahwa Baha’i 

merupakan agama, sama seperti agama lainnya yang ada di Indonesia. 

Di sekolah sudah diberi ruang kepada penganut Baha’i untuk memilih agama 

sesuai dengan agama yang dianutnya. Bahkan di SMA Negeri 2 Pati sudah pernah 

diangkat guru Agama Baha’i. Kemudian kebijakan tersebut dicabut setelah 

melakukan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pati memberikan dua opsi kepada Kepala Sekolah SMA 

Negeri 2 Pati untuk menyelesaikan kasus pemberian Pendidikan Agama Baha’i di 

SMA Negeri 2 Pati. Opsi pertama, siswa dipindahkan ke sekolah lain, opsi kedua,  

siswa mengikuti mata pelajaran Agama Islam. Ternyata siswa memilih opsi kedua. 

Munculnya dua opsi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati setelah 

melakukan koordinasi dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pati 

mengenai status Baha’i di Indonesia. Dengan kejadian tersebut kebijakan kepala 

sekolah SMA Negeri 2 Pati yang ingin memberikan mata pelajaran Agama Baha’i 

tidak dapat dilaksanakan. Sebelumnya siswa yang menganut Agama Baha’i disuruh 

memilih salah satu agama yang enam untuk mengisi nilai ujian mata pelajaran 

agamanya. 

Dalam masalah pencantukan Agama dalam KTP dan KK sekarang sudah ada 

kemajuan, kalau dulu dipaksa untuk memilih salah satu agama yang enam, sekarang 

sudah boleh memilih Agama Baha’i dengan mengisi kolom agama dengan strip (-) 

atau agama lainnya. Dengan dicabutnya larangan terhadap Agama Baha’i melalui 
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Keputusan Presiden No. 69 Tahun 2000 belum banyak terjadinya perubahan sikap 

aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap penganut Agama Baha’i, 

meskipun demikian dengan dicabutnya larangan tersebut mereka merasa telindungi, 

dan tidak ada perasaan was-was lagi untuk melakukan aktivitas agama mereka.  

Di Palopo masyarakat Baha’i mengalami kesulitan dalam memperoleh 

pelayanan hak-hak sipil mereka, seperti pencantuman agama mereka dalam KTP, 

pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil, anak mereka sulit memperoleh akte 

kelahiran, disekolah tidak memperoleh pendidikan agama Baha’i, mereka disuruh  

memilih salah satu agama yang enam, ketika meninggal mereka mengalami 

kesulitan untuk menguburkan mayat yang beragama Baha’i di pekuburan umum. 

Hal itu terjadi karena beberapa faktor, diantaranya ketidak pahaman masyarakat 

tentang agama Baha’i, mereka menga ggap bahwa Baha’i sebagai bagian dari agama 

Islam, Baha’i belum diakui sebagai agama resmi oleh para aparat pemerintah, 

meskipun pada akhir-akhir ini sudah ada sedikit perubahan dimana dalam KTPnya 

kolom agama sudah dikosongkan dan ditulis dengan strip. Disekolah umumnya 

pada masa dahulu murid-murid yang beragama Baha’i selalu dipermasalahkan oleh 

sekolah, dan disuruh memilih salah satu agama yang ada guru agamanya. Sekarang 

sudah mengalami perubahan, keberadaan murid yang beragama Baha’i  tidak 

dipermasalahkan lagi.(Reslawati:2014). 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan berbagai narasumber 

diperoleh informasi bahwa penganut Baha’i di Jawa Timur ( Banyuwangi, Malang, 

Tulungagung) belum memperoleh pelayanan hak-hak sipil sebagaimana yang 

diharapkan. Dalam hal pencatatan perkawinan pihak catatan sipil belum mau 

mencatat perkawinan penganut agama Baha’i, dengan alasan belum ada petunjuk 

dari atasan. Selama ini, penganut Baha’i melaksanakan pencatatan sendiri dengan 

peran Majelis Rohani Setempat sebagai wakil pengurus setempat. Akibat tidak 

tercatatnya perkawinan mereka di catatan sipil, maka  kelahiran anak  mereka tidak 

tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagai solusinya dalam akte 

kelahiran anak disebut sebagai anak dari ibunya. Bila sebelumnya pencantuman 

agama dalam KTP tidak dapat dilakukan selain agama yang enam, sekarang kolom 

agama dapat dituliskan agama Baha’i dengan cara mengisi kolom agama lain-lain 

(terutama saat KTP elektronik mulai digunakan). Dalam masalah pendidikan di 

Banyuwangi diperoleh beberapa temuan. Pada SMPN 1 Genteng sampai saat ini 

sudah diberikan keleluasaan kepada penganut Bha’i untuk mempelajari agamanya 

kepada guru yang beragama Baha’i juga, meski nilai akhir yang dicantumkan dalam 

raport masih menggunakan nama salah satu agama yang enam. ( M.Taufik 

Hidayatullah). 

Pelayanan hak-hak sipil terhadap Baha’i memang masih jauh dari harapan. 

Hal ini terjadi karena sebagai agama, Baha’i belum dimasukkan atau diakui sebagai 

agama yang wajib dilayani. Ketiadaan regulasi dari pemerintah pusat membuat 

jajaran pemerintah ditingkat bawah seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
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hingga Kementerian Agama tidak bisa memberikan pelayanan hak-hak sipil 

pemeluk agama Baha’i sebagai bagian dari warga Indonesia. 

Selama ini kolom agama dalam KTP masih dikosongkan (diberi tanda -), 

karena belum bisa ditulis dengan agama Baha’i. Adapun dalam catatan induk, Baha’i 

dikelompokkan kedalam Aliran Kepercayaan. Dalam prakteknya petugas catatan 

sipil sering memberi identitas para pemeluk agama Baha’i sebagai pemeluk agama 

Kristen atau Buddha secara arbitrair (sesukanya). Hal ini ditemukan oleh pemeluk 

Baha’i yang mendapatkan dirinya sebagai pemeluk Kristen atau Buddha ketika 

mmengurus BPJS. 

Pernikahan belum dilegalkan oleh Catatan Sipil. Pernikahan Baha’i hanya 

dilakukan secara agama, dan disahkan oleh Majelis Rohani Setempat. Alasan dari 

catatan sipil, karena belum ada petunjuk dari pemerintah pusat, terkait dengan 

eksisistensi dan regulasi Baha’i. Dampak dari belum tercatatnya pernikahan 

penganut Baha’i di catatan sipil, maka status orang tua anak-anak Baha’i di dalam 

akte kalahiran hanya berdasarkan anak ibu, minus ayah. Belum adanya mata 

pelajaran agama Baha’i di sekolah. Dampaknya ada dua hal, Pertama, siswa Baha’i 

harus aktif dalam pelajaran agama yang ada di sekolah, misalnya Islam atau Kristen. 

Bahkan di SMPN 1 Cimaung guru pelajaran agama Islam menolak siswa Baha’i 

untuk mempelajari Islam, akhirnya siswa tersebut belajar agama Kristen. Kedua, 

diberikannya materi ujian agama Baha’i, karena sekolah tidak mengizinkan siswa 

Baha’i mempelajari agama Islam. Hal ini terjadi di SMPN  Banjaran dan SMAN 1 

Bale Indah. Perbedaan kebijakan di masing-masing sekolah ini menyiratkan tidak 

adanya sistem baku terkait dengan hak pendidikan agama Baha’i, sehingga 

kebijakan yang diambil bergantung pada kecendrungan guru atau pimpinan 

sekolah. ( Syaiful Arif dan Kustini: 2014). 

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh sudah ada beberapa daerah 

yang telah memberikan pelayanan terhadap hak-hak sipil mereka. Di Sumatera 

Barat, di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang telah mencantumkan Agama Baha’i 

dalam KTP dan Kartu Keluarga atas nama Karsiman (tahun 2004), Sri Sunarni (tahun 

2007),  Arif Rahman Kurniawan (2008) dan Diah Sribudianti (2008). 

Pencantuman agama Baha’i dalam akte kelahiran: Kantor Catatan sipil Kota 

Padang atas nama Arif Rahman anak dari Karsiman dan Sri Sunarni (tahun 2000). 

Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan berdasarkan KTP dan KK yang dikelurkan oleh 

Kecamatan Koto Tangah Kota Padang telah mengeluarkan Akte Kelahiran saudara 

Annisa Ruhyi Karmelita anak dari pasangan suami istri Arif Rahmat dan Diah 

Sribudianti yang dikeluarkan tahun 2001, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Akte Kelahiran atas nama Jamal Arjuna 

Dwi Ridwansyah anak dari pasangan suami istri Arif Rahmat dan Diah Sribudianti 

tahun 2006.Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai 

Kartanegara telah mengeluarkan kutipan AkteKelahiran atas nama Haikal Fatria 

Kusumanegara anak dari pasangan Purbadi Nugroho dan Dewi Mustikasari 
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penganut Agama Baha’i. Akte tersebut dikeluarkan berdasarkan surat nikah yang 

dikeluarkan oleh Majelis Rohani Pati.  

Pencantuman agama Baha’i dalam akte perkawinan: Kepala Kantor Catatan Sipil 

Kabupaten Paniai mengeluarkan Akta Perkawinan No. 74.2,028/PKW-PN/2006 atas 

nama Jaenuri dan Teresia Juarniningsih. Dinas Kependudukan Kota Padang telah 

mengeluarkan Akta Perkawinan No. 30/2004 atas nama Ahmad Ma’shum dan 

Sepmiwati. Kemudian Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Padang telah mengeluarkan 

akta Perkawinan No. 03/2001 atas nama Arif Rahmat dan Diah Sribudianti. Kantor 

Catatan Sipil Kota Makassar telah mengeluarkan Akta Perkawinan No. 

11/Asing/CS/2000 atas nama Jimmy KhoYak Khere dan Dr. Rahmi Alfiah Nuralam 

berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Rohani Agama Baha’i. 

Kantor Catatan Sipil Padang Pariaman telah mengeluarkan Akta Pekawinan No. 

09/1994 atas nama Sugiman dan Agnes berdasarkan surat nikah Majelis Rohani 

Agama Baha’i. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Kepulauan Mentawai telah mengeluarkan Akta Perkawinan No. 23/AK/VIII-2006 

atas nama Toegimin. W. Suparto dan Martini berdasarkan surat nikah Majelis 

Rohani Agama Baha’i di Matotonan tahun 1964 dan Akta Perkawinan No. 

24/AK/VIII-2006 atas nama Noerdin Karim dan Suwarni berdasarkan surat 

keterangan nikah Majelis Rohani Agama Baha’i Bojonegoro Jawa Timur tahun 1984. 

Kabupaten Mimika pada tahun 2009 juga telah mengeluarkan surat akte perkawinan. 

 

Relasi Sosial  

Dalam masyarakat sering terjadi interaksi diantara mereka baik secara 

individu maupun secara kelompok. Di Desa Cebolek sebagian besar penduduknya 

menganut agama Islam sedangkan sebagian kecil sekali terdapat penganut Agama 

Baha’i. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota masyarakat dan aparat 

pemerintah setempat selama ini masyarakat tidak mempersoalkan keberadaan 

Agama Baha’i di desa mereka, pada umumnya terjalin hubungan yang harmonis 

diantara penganut agama Islam dan Agama Baha’i.  

Menurut Ibu Jamali salah seorang penganut Agama Baha’i dia dapat menjalin 

hubungan yang baik dengan para ibu-ibu dalam satu RT melalui arisan ibu-ibu 

setiap bulan. Sebagai warga RT ia selalu ikut melibatkan diri dalam kegiatan RT 

termasuk dalam kegiatan keagamaan yang diadakan oleh pengurus RT. Kalau ada 

acara Mauludan dia selalu ikut dan membawa makanan ringan seperlunya. Dalam 

setiap acara Nyadran menjelang bulan puasa dia juga selalu datang dan diminta 

membawa makanan sebagaimana warga yang lain. Kalau ada orang yang meninggal 

mereka juga datang dan ikut tahlilan. Bahkan menurut informasi seorang pengurus 

RT bahwa ketika tahlilan ada penganut Agama Baha’i yang juga ikut membaca 

kalimat tahlil. 

Menurut keterangan sekretaris desa, Pak Amir, kalau hari raya Idul Fitri para 

penganut Agama Baha’i paling dulu datang ke rumahnya mengucapkan selamat 
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hari raya dan memohon maaf. Hal ini sama dengan informasi yang disampaikan 

oleh Ibu Jamali salah seorang penganut Agama Baha’i kalau hari raya Idul Fitri 

berkunjung ke rumah aparat desa dan tetangga untuk bersilaturahmi dan 

mengucapkan selamat. Pada hari raya Idul Fitri dia juga menyediakan makanan 

karena ada beberapa anggota keluarganya beragama Islam dan para tetangga yang 

datang ke rumahnya. Dalam kehidupan sehari-hari terjalin hubungan yang harmonis 

antara penganut Agama Baha’i dengan umat Islam karena menurut sekretaris desa 

mereka umumnya bersikap sopan dan santun dalam berbicara. Kalau ada pesta 

perkawinan kalau diundang mereka akan datang menghadiri undangan tersebut. 

Sedangkan penganut Agama Baha’i jarang mengadakan pesta perkawinan sehingga 

tidak mengundang para tetangga dan masyarakat sekitarnya. Kalau ada keluarga 

penganut Agama Baha’i yang meninggal dunia sebagian ada yang meminta agar 

dibacakan tahlil, walaupun kadang-kadang ada protes dari masyarakat yang 

mempersoalkan hal tersebut, karena bukan orang Islam. Tetapi menurut KH. 

Masyrur tidak masalah dibacakan tahlil terhadap orang yang beragama Baha’i  yang 

penting orang yang memimpin acara tersebut (modin) niatnya untuk kerukunan 

masyarakat. Interaksi juga terjadi ketika penganut Agama Baha’i menjadi aparat 

pemerintah/ desa. Sebagai penyuluh pertanian dia bergaul baik dengan 

petani.Sebagai seorang pegawai puskesman ia berusaha melayani para pasien 

dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang kepala sekolah SD dia bergaul dengan para 

guru dan murid-muridnya yang berbeda agama. Sebagai sekretaris RT dia melayani 

warganya dengan baik, sehingga dia diangkat menjadi seorang sekretaris RT dalam 

waktu yang lama. 

Walaupun demikian, bukan berarti tidak pernah terjadi konflik diantara 

mereka. Ketika mereka menuntut sesuatu yang dianggap berlebihan sering 

menimbulkan protes dari masyarakat. Hal itu antara lain seperti kasus pemakaman 

Bapak Sunarto tahun 2010, orang-orang Baha’i menuntut agar Pak Sunarto 

dimakamkan di pemakaman umum masyarakat menentangnya karena tanah 

tersebut merupakan tanah wakaf yang khusus untuk umat Islam. Ketika mau 

dikuburkan di tanah milik mereka sendiri tetangga sekitar tidak menyetujuinya, 

demikian pula ketika mau dikuburkan di tengah sawah, para pemilik sawah 

disekitarnya juga tidak menyetujuinya. Maka terjadi ketegangan antara penganut 

Agama Baha’i dengan masyarakat setempat. Sebagai jalan keluarnya maka kepala 

desa memberikan tanah untuk dijadikan pemakaman untuk orang-orang non 

muslim yang letaknya dekat dengan laut. Pada awalnya penganut Baha’i menolak 

karena terlalu jauh dan sulit menjangkaunya tetapi sekarang sudah bisa 

menerimanya. 

Sedangkan masalah lain menyangkut pendidikan agama dari penganut 

Agama Baha’i di sekolah. Mereka disarankan memilih salah satu agama dari 6 

agama yang dilayani pemerintah, bagi mereka yang tidak menerima kebijakan 

tersebut maka timbul permasalahan tapi umumnya mereka dapat menerima 
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kebijakan tersebut dengan mengikuti pelajaran salah satu dari 6 agama yang dipeluk 

masyarakat Indonesia.  

Di Palopo masyarakat secara luas tidak begitu banyak yang tahu tentang 

keberadaan agama Baha’i. Hanya di kelurahan dan disekolah-sekolah dimana anak 

Baha’i bersekolah mereka mengetahui adanya agama Baha’i. Meskipun demikian 

berdasarkan wawancara hubungan sosial masyarakat Baha’i dengan masyarakat 

yang ada di Kota Palopo selama ini sangat baik, bahkan mereka dianggap ramah dan 

suka membantu. Selain itu mereka suka menghadiri acara-acara orang Islam jika di 

undang. Menurut Yacob Said, masyarakat Baha’i bergaul dengan baik dengan 

masyarakat sekitarnya. Pada hari raya agama Baha’i mereka suka mengajak orang 

sekitar untuk datang kerumah mereka dan masyarakat yang diundang umumnya 

datang, mereka juga berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Diantara mereka 

pernah menjadi Ketua RT setempat. Menurut Syarifudin Daud, secara kemanusiaan 

kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, tetapi untuk keyakinan 

kita berbeda, untuk itu kita tidak boleh berbuat zholim terhadap penganut agama 

Baha’i, tidak boleh dibunuh,tidak boleh dirusak rumah mereka. Namun secara 

konstitusi negara tidak membenarkan mereka sebagai agama, kecuali mereka 

sebagai aliran berarti mereka sama dengan aliran Aluk To Dolo dan Towani 

Tolotang. Hal sama diungkapkan oleh Said Mahmud, secara kemanusiaan orang-

orang Baha’i di Haifa sangat baik-baiki dan ramah, bahkan setiap orang yang 

berkunjung ke kuburan Baha’ullah mendapatkan sertificate ucapan terima kasih oleh 

pemerintah setempat. Menurut Andi Pangerang kegiatan agama Baha’i selama ini 

tidak bermasalah, dan mereka tidak dikucilkan oleh masyarakat. Meskipun 

demikian masih terdapat masyarakat yang mempersoalkan keberadaan  agama 

Baha’i, karena adanya kekhawatiran masyarakat Baha’i akan mempengrauhi 

masyarakat lainnya untuk pindah menjadi pengikut agama Baha’i. 

Dari uraian diatas nampak bahwa hubungan sosial antara masyarakat Baha’i 

dengan masyarakat sekitar sebelum mereka diketahui sebagai penganut Baha’i 

sangat baik, namun sempat terganggu dan terjadi ketegangan antara penganut 

Baha’i dengan sebagian masyarakat dan aparat pemerintah serta ormas Islam ketika  

tahu mereka beragama Baha’i. Akibat kasus tersebut masyarakat Baha’i masih 

trauma, dan tidak siap untuk bertemu dengan aparat pemerintah dan MUI.( 

Reslawati: 2014).  

 Menurut Syaiful Arif hubungan antara pemeluk agama Baha’i dan 

masyarakat masih problematik. Terdapatnya simbol dan praktik ritus yang mirip 

Islam membuat agama ini dicap sebagai aliran sempalan dalam Islam. Hal ini bisa 

dipahami sebab ritus Baha’i menyerupai ritus Islam, seperti adanya puasa, 

sembahyang wajib, hingga penggunaan bahasa Arab. Di dalam sembahyang yang 

memiliki takbir, ruku’ dan sujud, pemeluk Baha’i menggunakan ungkapan Allahu 

Abha yang identik dengan dengan Allahu Akbar. Demikian pula dengan penamaan 
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tempat ibadah (masyriqul azkar) serta penanggalan bulan yang menggunakan 

bahasa Arab. 

 Anggapan sebagai aliran sempalan dari Islam ini yang menjadi titik tengkar 

antara masyarakat (muslim) dengan Baha’i. Jajaran Kementerian Agama dari 

Kabupaten dan Kota Bandung, serta Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa 

Barat sendiri masih memiliki pemahaman ini, ketika Baha’i Kabupaten Bandung 

menjadi isu publik yang kontroversial.  

Relasi sosialpun bersifat konfliktual, dibuktikan dengan munculnya fatwa 

sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), baik MUI Jawa Barat, Kabupaten maupun 

Kota bandung. Fatwa penyesatan ini tercover oleh media, yakni Pikiran Rakyat (PR), 

tanggal 27 Februari 2013. Dalam berita tersebut, Sekretaris Umum Jabar, KH Rafani 

Akhyar menyatakan kesesatan Baha’i atau ia sebut Babiyyah sebagai aliran 

kebatinan campuran dari Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, Zoroaster, dll. Sebagai 

agama campuran, Baha’i dianggap  mengajarkan prinsip kesatuan agama (wahdatul 

adyan) yang menolak perbedaan agama-agama. Lebih jauh Baha’i dianggap 

dipelopori oleh orang Yahudi asal Inggris yang tinggal di Iran, yakni Ahmad 

Al_Ahsai. Pusat peribadatan Baha’i yang berada di Rafah, Israel memperkuat 

anggapan keyahudian ini. 

Fatwa penyesatan juga digerakkan oleh ormas Islam seperti Forum Umat 

Islam (FUI) dan Pagar Akidah (Garda) pimpinan Suryana Nur Fatwa. Dampak dari 

fatwa tersebut, pemeluk Baha’i merasa mendapatkan intimidasi sosial. Sebab pada 

pemberitaan Baha’i, rumah pimpinan Baha’i di Kabupaten Bandung, Heri Suheri, di 

datangi oleh aparat pemerintah, sejak Satpol PP, Kepala Desa, MUI, KUA dan tokoh 

agama (ustdz ). Belakangan Polsek Cimaung juga datang untuk meminta keterangan 

dari Heri Suheri. Setelah dijelaskan, perwakilan Polsek tersebut memahami dan bisa 

memberikan jaminan keamanan pada para pemeluk Baha’i.  

Hubungan antara masyarakat Baha’i dengan aparat pemerintah umumnya 

berjalan kurang harmonis, dimana aparat pemerintah selalu menempatkan agama 

Baha’i sebagai agama yang belum diakui pemerintah. Dampaknya setiap penganut 

agama Baha’i menuntut untuk dlayani dalam hal hak-hak sipil, umumnya aparat 

pemerintah menolaknya, kecuali beberapa aparat pemerintah yang berani 

mengeluarkan akte kelahiran , akte perkawinan dan KTP serta Kartu Keluarga. 
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III 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

1 Keberadaan agama Baha’i di  beberapa daerah yang diteliti sudah cukup dikenal 

oleh masyarakat, meskipun di beberapa daerah lainnya masyarakat belum 

mengenal  keberadaan agama Baha’i. Bagi masyarakat yang sudah mengenal 

agama Baha’i, dapat memahami keberadaan agama Baha’i di daerah mereka, 

sehingga cukup berkembang, tetapi bagi daerah yang belum mengenal agama 

Baha’i, perkembangan agama Baha’i mengalami hambatan. Mereka percaya 

kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta semua makhluk. Pembawa 

ajarannya adalah Baha’ullah. Salah satu kitab sucinya Al-Aqdas dan masih 

banyak yang lainnya. Ibadahnya terdiri dari sembahyang, puasa, wisata rohani, 

dan berdoa. Jumlah pengikutnya di Jawa Tengah lebih kurang 100 orang yang 

tersebar di Klaten, Cepu, Purwodadi/Gerobogan, Solo, Jogja, Magelang, Pati, dan 

Semarang. Di Jakarta 100 orang, di Kota dan Kabupaten Bandung 50 orang, 

Palopo 80 orang, Medan sekitar 100 orang, Banyuwangi, 220 orang, Surabaya 98 

orang, Kota dan Kabupaten Malang 30 orang, Bekasi 11 orang. Masyarakat Baha’i 

tersebar di 28 provinsi antara lain: Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Bali. 

2 Dalam masalah pelayanan hak-hak sipil, pada semua lokasi yang dijadikan 

sasaran penelitian umumnya mereka belum memperoleh pelayanan yang 

sepenuhnya walaupun sudah terdapat beberapa perubahan. Hal ini disebabkan 

oleh masih kuatnya pemahaman aparat pemerintah di daerah dan masyarakat 

umum tentang adanya agama resmi atau agama yang diakui oleh negara. Agama 

resmi dan diakui adalah 6 agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu,Buddha, 

Khonghucu), sehingga agama Baha’i dan agama-agama di luar agama yang 6 

tersebut belum diakui atau bukan agama resmi bangsa Indonesia. Hal ini 

kontradiktif dengan konstitusi yang tidak mencantumkan frasa agama resmi dan 

agama yang diakui, melainkan agama yang dipeluk dan agama yang dilayani. 

Meskipun demikian ada beberapa daerah yang sudah memberikan pelayanan 

dalam masalah KTP,KK, Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan. 

3 Relasi sosial dengan masyarakat di sekitarnya, umumnya terjalin dengan baik 

karena mereka bertingkah laku yang sopan, santun dalam berbicara, dan aktif 

dalam setiap kegiatan ke-RT-an. Selain itu masyarakat Baha’i terbuka terhadap 

umat dan agama lain sebagaimana prinsip kesatuan agama dan kesatuan 

manusia dalam ajaran Baha’i. Mereka dengan suka cita aktif di dalam pengajian 

untuk mendoakan tetangga muslim yang meninggal atau sebaliknya; 

mengundang tetangga muslim untuk tahlilan dalam acara doa kematian keluarga 

Baha’i. Konflik terjadi tidak di wilayah kampung tempat tinggal pemeluk Baha’i, 
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melainkan dipicu oleh organisasi Islam seperti MUI, FUI atau Garda. Para 

pimpinan organisasi ini mengeluarkan fatwa sesat atas Baha’i dengan 

mengeluarkan penjelasan yang tidak orisinal berasal dari Baha’i. Akhirnya 

masyarakat secara luas mengenal Baha’i dari fatwa sesat tersebut. 

 

Rekomendasi 

1. Perlu dilakukan sosialisasi tentang UU No1/PNPS/1965 kepada masyarakat, 

pimpinan ormas Islam dan aparat pemerintah. Sosialisasi ini merupakan kunci 

bagi hilangnya diskriminasi atas agama-agama diluar agama yang 6 (enam). 

2. Perlu dilakukan sosialisasi pengetahuan tentang agama Baha’i baik kepada 

aparat pemerintah maupun masyarakat, terutama organisasi Islam garis keras. 

Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan agama Baha’i sebagai agama 

otonom, bukan sempalan dari agama tertentu. 

3. Perlu disusun rumusan tentang regulasi pelayanan hak-hak sipil terhadap agama 

diluar yang 6 (enam), terutama yang berkaitan dengan pencantuman agama 

dalam KTP dan KK, pencatatan atas pernikahan dan kelahiran.  

4. Perlu dirumuskan regulasi tentang pendidikan agama Baha’i di sekolah dan 

perguruan tinggi. Pendidikan agama ini meliputi mata pelajaran agama Baha’i, 

guru agama Baha’i dan materi ujian agama Baha’i. 

5. Komunikasi yang sudah terjalin dengan masyarakat sekitar perlu dipertahankan 

dengan tetap mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang terdapat di daerah 

setempat, dan menjalin komunikasi secara baik.  
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